
PlHAKPERTAMA

1. Bahwa PIHAKPERTAMAadalah l.embaga Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
sebagalmana dlmaksud dalam Undang·Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kall
diubah. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1985 tentang Mahkamah Agung;

PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUAselanjutnya secara bersama-sama dlsebut PARAPIHAl(dan secara
sendlrl-sendlrl disebut PI~IAK.dalarn kedudukan sebagaimane tersebut dl atas, dengan terleblh dahulu
mempertlmbangkan hal-hal sebagal berlkut:

II. Sabrina Jeanette Manuputty selaku Executive Manager Kantor CabangNganJuk. yang
berkedudukan dl [alan Suprlyadl no 19 dalam hal inl mewakill Direksl, dan oleh karena ltu
bertlndak untuk dan atas nama PT.Pos Indonesia (Persero) yang Anggaran Dasarnya tercanrum
dalam Akta Notarls Sutjlpto. SHNomor 117 tanggal20 Juni 1995. yang telah beberapa kall dlubah
terakhlr dengan Akta NetartsNomor 1TanggaJ 27 September 2023 yang dibuat dan disampalkan
oleh Aryantl Artlsarl. SH.M.KnNotarls dl lakarta, selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.

I. Drs. Eko Budlono, S.H.,M.H.,Ketua Pengadllan Agama Nganjuk selaku kuasa darl dan oleh
karenanya bertlndak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Nganjuk yang berkedudukan dl [alan
Gatol Subroto Rlnglnanom NganJuk.untuk selanJutnya dlsebut PIHAKPERTAMA.

Pada harl lnl, Rabu tanggal Tujuh bulan Februarl tahun Dua rlbu dua puluh empat (07-02-2024).
bertempat dl Nganjuk. yang bertanda tangan dl bawab inI:

PERJANJIANKERJASAMA

PENGIRJMAN DOKUMEN SURAT TERCATAT

ANTARA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

DENGAN

PT POSINDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANGNGANJUK 64400
Nomor: 2.B.S/.r<2A,,'{)Il.1I.:llH.~j~m.~.:1/1l/ .'lO.2"j
Nomor: 28/PKS/KURLOG-l/0224

loglstlk Indonesla
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[ PlHAKPERTAMA",--_......:....;PIHAKKEDUA

1. Sistem lnformasi Pengadilan yang selanjutnya dlslngkal SIP adalah seluruh sistem lnformasl yang
dlsediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberl pelayanan terhadap pencarl keadllan yang
mellpud admlnistrasi, pelayanan perkara, dan persldangan secara elektronlk.

2. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) Ungkungan badan peradilan yang berada dl
bawahnya.

3. Kantor Pos Padanan adaJah Kantor Pos yang setal-a antar tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsl.
4. Surat Tercatal adalah sural yang dlalarnatkan pada penerima dan dapat dlbukdkan dengan tanda

terlma darl penerirna dengan menyebulkan tanggal penerlmaan.
5. Surat adalah bentuk komunlkasl tertulls dengan berat sam pal dengan 2000 (dua rlbu) gram mllik

PIHAKPERTAMAyang akan dlklrlm kepada pibak yang dltentukan oleh PIRAKPERTAMAdengan
menggunakan [asa PIHAJ<KEDUA

6. Klriman adalah dokumen berupa sural panggilan sldang dan/atau surat pemberltahuan putusan
beserta dokumen persldangan dengan berat kirlman dlmungklnkan leblh dart 2000 (dua rlbu)
gram yang dlklrtrnkan oleh PIHAKPERTAMAkepada plhak yang berperkara dan/atau plhak ketlga
melalul PIHAKKEDUA

7. Pihak Ketiga adaJab pihak yang bukan berperkara namun merasa haknya dlrugikan daJam suatu
perkara yang sedang dlperlksa.

8. Daftar Pengantar Klrlman adalah daftar yang dtbuat oleh PIHAK PERTAMAyang memuat data
Kiriman dan diserahkan kepada PIHAKKEDUApad a saat penyerahan Kiriman.

9. I..ayanan Sameday adalah layanan penglrlman Surat Tercatal dengan stan dar waktu penyerahan
makslmum H+Odalam jaringan lokal dalam kota.

10. Layanan Pos Nextday adalah layanan penglrlman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan
maksimurn ~I+Idalam jarlngan naslonal terbatas.

II. I..ayanan Pos Reguler adalah layanan penglrlman Sural Tercatat dengan standar waktu penyerahan
maksimum H+IIdalam jarlngan nasional terbatas yang berlaku di PIHAKKEDUA.

Dalam Perjanjlan yang dlmaksud dengan:

PASALl
PENGERTIAN

Berdasarkan hal-hal tersebut dl atas PARAPIHAKsepakat untuk menglkatkan dlrl satu kepada yang lain
dalam suatu Perjanjlan Kerja Sarna tentang Penglriman Dokumen Surat Tercatat selanjutnya disebut
"Perjanjlan", berdasarkan prlnslp saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan
ketentuan dan syaratsyarat sebagal berlkut:

2. Bahwa PIiIAK KEDUA adalah Badan Usaha Mllik Negara yang bertujuan untuk turur serta
melaksanakan dan menunJang kebijakan dan program Pemerintah dl bidang ekonoml dan
pembangunan nasional pada umurnnya. dan pada khususnya dl bidang pelayanan [asa pos dan giro
bagl masyarakat balk dl dalam maupun dl luar wiJayah Indonesia dengan menerapkan pnnslp
prlnslp Perseroan Terbatas: dan

3. Bahwa PIHAKPERTAMAmembutuhkan [asa pengirlman dokumen surat tercatat darl PIHAKKEDUA
dan PIHAKKEOUAbersedla memberikan [asa layanan tersebut.
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PIHAJ{KEDUA_JpnlAK PERTAMA

(I) Pengiriman Surat mllik PIHAK PERTAMAdari seluruh wUayah Indonesia dengan tujuan dalam
negeri dengan menggunakan Layanan produk yaltu:
a. Pos Sameday.
b. Pos Nextday.
c. Pos Reguler.

PASAL2
MAKSUD DAN TUJUAN

12. Pick Up Service adalah fasllitas pengarnbtlan/penjemputan Klriman yang dibcrlkan oleh PIHAK
KEOUAkepada PIHAK PERTAMAuntuk menJemput Klrlman ditempat PIHAK PERTAMAsesuai
dengan Jadwal yang telah d!sepakati PARAPIHAK.

13 Reporting adalah laporan status penglrtman JOrlman yang dikirimkan dar! PIHAKKEDUAkepada
PlliAK PERTAMA.

14. Dashboard adalah slstem Informasi mllik PIHAKKEDUAyang mampu melakukan integrasi data
dengan SIP mllik PIHAK PERTAMA untuk menyajtkan laporanlaporan yang rnenunjang
pengambllan keputusan.

15. Standar Waktu Penyerahan yang selanlutnya disebut SWP adalah waktu ternpuh Surat dan Paket
yang dihltung sejak tanggal pemrosesan Kirlman di kantor klrlm sampal dengan antaran pertama
kall kepada penerlma, tidak termasuk harl mlnggu, harl IIbur Lokal dan hari IIbur Nasional yang
dltetapkan oleh Pemerlntah Pusat maupun Daerah.

l6. [arnlnan Ganti Rug! adalah [arnlnan pemberlan gantl rugi kepada PIHAK PERTAMA[ika terladi
keterlambatan, kerusakan atau kehilangan Klriman.

17. Bea [arnlnan Gant! Rug! adalah sejumlah nllal/besar uang tertentu yang dlbayarkan oleh PIHAK
PERTAMAkepada PIHAKKEDUA,yang besarnya 0.24% (no I koma dua puluh empat perseratus)
darl Nllal larnlnan Gant! Rugi untuk Idrlman tujuan dalam negerl dan besarnya 0,5 (nol koma ilma
persen) dar! Nllai [amlnan Ganti Rug!untuk Kitiman tujuan Luar Neger!.

18. NUalJamlnan Gant! Rugi adalah sejumlah nllal/besar uang tertentu yang disepakati PARAPIHAK
sebagal harga barang baik berdasarkan harga yang tercantum pada faktur pembellan atau harga
yang dlakui oleh PIHAKPERTAMAyang menladl dasar pember!an gantl rugl.

19. Gantl Rugl adalah selurnlah uang tertentu yang dlbayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAJ(
PERTAMAkarena keterlambatan, kehilangan atau kerusakan Klriman.

20. Hart H adalah hari pemrosesan klrlman yang dihltung 1(satu) harl kerja
(termasuk hart sabtu) setelah tanggal pengambilan (Pick Up Service) Kirfman oleh PIHAKKEDUA
darl tempat PIiIAKPERTAMAatau penyerahan langsung oleh PIHAKPERTAMAkepada PIHAK
KEOUAdl Kantor Pos Padanan.

21. Hari kerja adalah had Senin sampaJ dengan [umat kecuali ditetapkan sebagai hari IIbur resml
lalnnya oleh Pemer1ntah Pusat atau Pemerfntah Daerah.

22. Tarif adalah harga yang disepakati oleh PARAPIHAKuntuk setiap jenis layanan pengirlman Surat
Tercatat yang dilaksanakan oleh PIHAKKEDUAdan harus dibayar oleb PIHAKPERTAMAsebagai
Blaya Penglriman.

23. Pembayaran adalah proses pelunasan yang akan dlbayarkan oleh PIHAKPRRTAMAkepada PIHAK
KEDUApada hari yang sarna dlterlmanya Idrlman dari PIHAKPERTAMA.
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~IHAK PERTAMA -LPIHAKKEDUA~

_I

(I) Semua Kiriman PntAK PERTAMAharus memenuhl syarat-syarat penglrlman yang dltetapkan
PlllAK KEDUA.yaitu:
a lunman harus dimasukkan sampul atau dlkemas sedemikiao rupa, sebingga mampu

mellndungi isi klriman dari kerusakan.
b. mencantumkao logo dan alamat Pengadllan PIHAK PERTAMApada sampul/kemasan

Kirlmao agar mudah dlkenall.
c.mencantumkan kode/tanda untuk dapat mengenall tlpe/Jerus surat/dokumen dan batas waktu

penyampalan Kinman. antara lain:
1. kode/tanda Sural Panggilan, Dokumen Persldangan dan Sural Pemberuahuan Putusan.
2 tanggal batas akhlr penyampalan kiriman (due date).

d. menullskan dengan Jelas, lengkap dan benar nama dan alamat penglrlm serta penerima
sesuat dengan sural gugatan, dengan struktur alamat sepern tersebut dlbawah Inl:

e. Daftar Pengantar Kirlman dart PengadUan.
f.mencantumkan [enls layanan yang dllnglnkan oleh PIlIAKPERTAMA

(2) PIHAK PERTAMAwaJlb menglnformaslkan secara If·rtulls kepada PIHAK KEDUAmengenai
spesiflkasi KiMman apabila ada KJriman yang memeriukan penanganan seeara khusus (contoh:
barang mudah pecah/fragale atau rusak],

(3) Kirlman bukan berls! barang yang dllarang uotuk dikirtm sesual dengan keteotuan perundang
undangan Republlk Indonesia

PASA1.3
SVARAT-SYARATPENGUUMAN

(2) Penglrlman sural mlllk PIHAK PERTAMAdarl seluruh kantor PengadUan dengan tujuan Luar
Negerl dlatur tersendtri sesuai dengan Layanan Prod uk yang ciJmlhkJoleb PIHAKKEDUA.

(3) Layanan tambahan yang dlsepakau oleh PARAPIHAKterdiri darl:
a Pick UpService.
b. Reponang! Dashboard.

(4) Pengarlman dapat dllakukan dl seluruh Instansl Peradilan dl bawah Mahkamah Agung se
Indonesia. yaltu:
a. Mahkamah Agung;
b. Peradllan Umum, yang meliputi Pengadllan linggl, Pengadllan '1egert. Pengadilan Tlndak

Pidana KONpsl. Pengadilan Nlaga. Pengadilan Hubungan IndUStTIaJ.Pengadilan Perl kanan,
dan Pengadllan Hak Asasl Manusia:

c. PeradJlan Agama. yang melJputi Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan
Pengadllan Agama/Mabkamah Syar'lyah;

d. PeradJlan Mililer. yang meliputi Pengadllan Mlhter Utama. Pengadilan MlIlter Tlnggl. dan
Pengadllan MUlter:dan

e. Peradllan Tata Usaha Negara. yang mellputJ Pengadllan Tlnggl Tata Usaha Negara.
Pengadllan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara

(5) Kantor Pos Padanan yaltu Kanlor Pos yang setara antar tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsl yallu:
a. Kantor POSCabang Utama (KCU).
b. Kantor Pos Cabang (KC)
c. Kantor Pos Cabang Pembantu (RCP).

-4-



~I~~ PERTAMA

(1) SWP akan dlperhttungkan 1 (saw) hart kena [termasuk han sabtu] setelah tanggal pengambuan
(Pick Up Service) Ktrtrnan Oleh PIHAKKEDUAdart tempar PIHAKPERTAMAatau penyerahan
langsung Oleh PIHAKPERTAMAkepada PIHAKKEDUAdl Kantor Pos Padanan.

(2) SWP untuk setiap [ems Iayanan dJhJnmg dalam hali kerta sebagaf berfkut:
Jems layanan SWP

~ --~
I 1. Pos Sameday H+O(pada hart yang sarna) I

2. Pos Nextday IH+I(pada keesokan hart] 1
r3. Pos Reguler 11+2sampal dengan maks,mai"H + 1 1 ---=-1

(3) SWP sebagalmana tersebut pada ayat (2) Pasal lm dapat dipenuhJ oleh PIHAKKEDUAapablla
syar.Jt·syarat pengtnman pada Pasal3 Perjanllao 101 terpenuhl seluruhnya.

(41) Penyerahan Klrtman ml!mlllkJ beberapa ketentuan penyampalan dalam hal penyerahan kepada
penerlma yaltu,
a. Batas Almlr Penyerahan adalah H-3 dar! batas akhlr tanggal penyampatan yang duetapkan

oleh PIHAKPERTAMAyang tertera pada sampul Surat.
b. Penyampaian kir!man sural Panggilan dan Pembentahuan Putusan Pengadllan serta

Dokumen Persidangan dllakukan dengan cara penyampalan langsung (on hand delivery)
kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kmman, namun lika tldak
memunglonkan dapal drserahkan kepada orang dewasa yang tioggal serumah yang dapat
dlbuktlkan dengan menunjukan dokumen idenutas.

c. Pengantaran wajlb dllakukan scbanyak 2 (dua) kal], apabila alamat rumah tldak
bcrpenghunl, maka Idrfman sural wallb untuk dllakukan pengantaran ke lurah/kepala desa,
dengan mcmlnta buktl penenmaan yang dJtandatanganl dan di cap oleh Kelurahan/Desa
(buktl penerfmaan tersebut dl masukiln sebagal roto status tcrklrlm).

d. PIHAKKEDUAmelakukan pengantaran kedua kall sebagalmana dlmaksud pada huruf c ayat
Ini pada han yang sama setelah mempernankan mformasl keberadaan plhak yang dllUIU.

e. Dalam hal PIHAK K.EDUAadak dapat melakukan pengantaran pada hart yang sarna
sebagalmana huruf d, pengantaran dllakukan pada harl berlkutnya,

PASAL4
STAHDARWAK11J PENVERAHAN (SWP)

(4) Petugas Pos yang duunjuk untuk melakukan pickup Kirfman Ice kantor Pengadilan sesual jadwal
yang dlsepakatl dengan menggunakan DafUlr PengaDtar Kirtman yang memuat datal lnformast
antara lain:
a. nomor; nama dan cap dlnas PlHAJ(PERTAMA
b. nama dan alamat rujuan, jurnlah Kirfman dan jenls layanan yang dJgunakan.
c.tanggal penyerahan, nama dan tanda Langan Petugas PIHAKPERTAMAdan nama dan Landa

rangan Petugas PIHAKKEDUA.
(SI Daftar Pengantar Kirfman dlbuat oleh PIIlAK PERTAMAsebanyak 2 (dua) lernbar untuk mastng

masmg PIHAK.
(C,) PARAPIHAKmenyatakan bahwa Daftar Pengantar KlrIman yang telah ditandatanganl oleh petugas

PARAPIHAKberlaku sebagal buktl sail bahwa telah dllakukan penglrfman dan menjadl dasar yang
sah bagl PIHAKKEDUAuntuk melakukan penagihan blaya pengirfman kepada PIHAKPERTAMA.
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I PIHAKPERIAMA PIHAKKEDUA~

I

(I) PIHAK PERTAMAmelunasl seluruh taglhan dengan earn pemlndahbukuan ke reken!ng Bank
PIHAKKEOUAan. PT Pos Indonesia sesual dengan masing-masing Kantor Pos Padanan.

(2) Jumlah pelunasao yang dilakukan oleh PIHAKPERTAMAharus sarna dengan [urnlah taglhan yang
tercantum dalam surat ragihan yang dlterlma dart PIHAKKEOUAdan t1dak dlperkenankan untuk
dlkurangl dengan perhltungan apapun, balk gantl rugl rnaupun blaya-btaya yang timbul sepertl
tersebut pada ayat (1) Pasalln!.

(3) 'faglhan dlanggap telah dilunasl oleh PIHAKPERTAMAapabUa dananya i.elah efektlf masuk ke
rekenlng Bank P1HAKKEDUAan. PT Pos Indonesia sesual dengan rnaslng-maslng Kantor Pos
Padanan dalam jumlah yang sama dengan Jumlah yang tercantum pada sural tagihan.

(4) PIHAKPERTAMAmenglrlmkan saUnan bukti pelunasan k.epada PIHAKKEDUAmenggunakan sural
elektronlk/ email kepada Kantor Pos Padanan PIHAJ(KEDUA.

PASAl7
PELUNASANTAGIHAN

(I) Pembuatan Surat taglhan Blaya Pengiriman oleh PIHAKKEDUAdllakukan setlap harl oteh Kantor
Pos Padaoan mastng-maslng, dllengkapl dengan Res! KIrfman, Daftar Pengantar Kirfman. dan
dlserahkan setlap harl kerja pada saat penlernputan Idrlman kepada Petugas Pengadllan yang
dltunluk.

(2) PIHAKPERTAMAakan melakukan pencocokan antara Daftar Pengantar Klriman dengan Resl
Klrlman yang diberlkan PIHAKKEDUA,selanjutnya melakukan Pembayaran pada harl yang sama
sesual dengan sural taglhan PIHAKKEDUA.

PASAL6
TATA CARA PENAGlltAN

(1) Tarif KInman PIHAKPERTAMAadalah TarlIyang disepakatl PARAPIHAKsesual dengan tarif yang
berlaku pada PIHAKKEDUA.

(2) Dalam hal terjadl perubahan Tarlf dalarn masa PerjanJlan inl masih berlangsung, selanjuinya
PIHAKREDUAmember!tahukan perubahan Tanf tersebut kepada PIHAKPERTAMApallng lambat
30 (tlga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan Tarlf.

(3) Dalam hal tldak tereapal kesepakatan Tarll, maka PARAPIHAKsepakat menyatakan PerjanJlan Inl
berakhlr terhltung mula! tanggal dlterlmanya surat [awaban PIHAKPERTAMAyang menyatakan
keudakseruluannya,

PASAL5
TARIF

f. Dalam hal tldak bertemu dengan penerlma, pengantaran terakhtr dlserahkan kepada
lurah/kepala desa (sesual dengan domlslll penertma] dengan mencanrumkan keterangan
penerlmaan secara lengkap ke dalam dashboard.

g. Dalam hal alamat penerima tldak dltemukan atau yang bersangkutan tidak berdomlslll di
alamat pengiriman dan kantor desa dlmaksud tldak ada. rnaka
status kiriman dlnyatakan gagal antar/retur dlsertal dengan keterangan dari Kepala
Desa/Kelurahan atau Pernertntah setempat.
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PHIAl<PERTAMA_--,-PIHAK KEDUA

(1) Tuntutan gantl rugJ yang dlajukan oleh PIHAJ<PERTAMAharus didahulul dengan pengajuan
tertulls pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan idrlman paling lambat 45 (empat puluh
lima) harl kalender sedangkan kehllangan klrLman paling lambat 15 (lIma belas) hart kalender
sejak tanggal penglr!man.

(2) Perrnlntaan gantl rug! oleh PIlIAKPERTAMAhanya akan dlproses leblh lanjut oleh PIIiAKKP.OUA
apablla hasH tnvesdgasr yang dllakukan oleh PIHAKKEOUAmembuktikan bahwa memang terj
ad! ke.terlambatan/kerusakan/kehllangan pada Kirtman mllik PIHAKPERTAMAdan pembayaran
serta tagihan lelah dllunasi seluruhnya oleh PIHAKPERTAMA.

(3) GaDti rugi sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) Pasal Inl t1dak dltanggung oleh PIiIAK KEOUA
apabila dlsebabkan hal-hal sebagal bcrlkut:

PASAL9
G.ANTlRUGl

a. mendapalkan PIckUp Service sesual waktu dan tempat yang telah disepakau PARAPIHAK.
b. mendapalkan [asa layanan penglrlman Surat sesual SWPyang telah disepakati PARAPIHAJ(

pada Pasal 4 PerjanJlan InJ.
C. menerima akses, data dan Informasl penglr!man (dashboard dan reporting).
d. mendapatkan ganu rugl darl PIHAKKEOUAsesuai ketentuan yang berlaku dl PIHAKKEOUA.

[ika Kinman terlambat, rusak aiau hilang selama Kirlman dalam tanggung [awab PIHAK
KEOUAsebagalmana dlmaksud dalam pasal 9 PerJanJlan Inl.

(2) Hak PlHAKKEOUAadalah mener!ma pembayaran secara tepat waktu dar! PlHAKPERTAMA
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PerjanJian inl.

(3) KewaJiban PJlIAKPERTAMAadalah:
a. memenuhl syarat-syarat penglrlman sebagatmana dlatur dalam Pasal 3 Perlanllan Inl.
b. melunasi seluruh pembayaran secara tepat waktu kepada PIHAK KEOUAsebagalmana

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PerjanJlan Inl.
C. menyerahkan sural penunjukan petugas yang menanganl k1riman PIHAKPERTAMAkepada

PIHAKKEOUA.
(4) Kewajlban PIHAKKEOUAadalah:

a. melakukan Pick Up Service sesual waktu, tempat dan syarat yang telah dlsepakatl PARA
PIiIAK.

b. memberlkan jasa penglrlman Kirlman sesual SWPyang t.elah dlsepakatl PARAPI~IAKdalam
Pasal 4 PerJanjlan Inl.

e. memberikan ganti ruw kepada PIHAj( PERTAMAsesual ketentuan yang berlaku dl PIHAj(
KEOUAJlka Kir!man terlambat, rusak atau hllang selama dalam tanggung [awab PIHAK
KEOUA.sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 PerJanJlan Inl.

d. memberlkan akses, data dan In(ormasi penglriman (dashboard dan reporting) kepada
PIlIAKPERTAMA.

e_ menyerahkan sural penunjukan petugas PIckUp Service kepada PIHAKPERTAMA.

(1) Hak PIHAKPERTAMAadalah:

Para Pihak memlllki hak dan kewajtban sebagal berlkut

PASAL8
OAK DAN KEWAJIBAN PARA PlHAK
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PIHAKKEDUA=l
~J

(I) Soslallsasl dan evaluasi darl pelaksanaan Perjanjian Inl dapa; dllakukan bersamasama Oleh PARA
PIHAKmaupun masing-masing PIHAKsesual kebutuhan.

(2) Sosiahsas, dan evaluasi sehagalmana tercantum pada ayat (1) dtlakukan mmlmal I (satu) kall
dalam 1(satu) tahun.

(3) Hasll soslallsasl dan evaluast sebagalmana dlatur pada ayat (1) Pasal inl waJlb dlsam palkiln kepada
penanggungj.Jwab PARAPlHAKunwk dapat dljadlka.n dasar penyempumaan pelayanan maupun
penlnJauan kemball atas pelaksanaan PerjanJlan Inl.

PASALll
SOSlAUSASl DANEVAUIASI

(I) Pel1anjian 101 berlaku selama 1 (saw) tahun terhttung sejak tanggal 07 FebruaJi 2024 sam pal
dengan taoggal 06 Februarl 2025.

(2) Perjanjlan Inl dapat dtperpanjang atas dasar kesepakatan tertuUs PARAPIHAKpaling lambat 1
[satu] bulan sebelum berakhlmya Perjanllan Ini dengan membuat perJ3nJlan baru.

(3) Apablla tldak tercapal kesepalcatan dan terlampautnyajangka waktu sebagaimana dlmaksud pada
ayal (2) Pasal lnl, maka Perjanjlan berakhlr dengan sendlrlnya sesual janglca waktu y:mg
tereantum pada ayat (1) Pasallnl.

(4) PerjanJlan 101 dapat diakhlrl sebelum Janglca waktu tersebut pada ayat (1) Pasal Ini dengan
ketentuan PIHAKyang akan mengakhlrl Perjanjlan Inl harus memberltahukan maksud tersebut
secara tertulls kepada PIHAKlalnnya pallng larnbat 1 (saw) bulan sebe!um tanggal pengakhlran
Perjanjlan yang dlkehendald.

(5) Dalam hal PeqanJlan Inl berakhlr karena sebab apapun. peogakhlran PerjanJlan tldak
mcmpengaruhJ hak dan kewajiban masing-masing PIHAKyang telah ada sebelum berakhlmya
Perlanpan Ini.

(6) Dalam hal PIHAKKEDUAmengalamJ patht berdasarkaD putusan Pengadtlan dan/alau merger
dan/atau akulsfsl dan/atau pengamblJaUhan dan/ atau restukturlsasl modal. dan/ atau
perubahan kepemillkan, maka pemenuhao hak PIHAKlalnnya yang Lelahada sebelumoya waJlb
dldahulultan.

PASAll0
JANGKA WAR11.I PER}ANJIAN

a.melanggar ketentuan syarat ptnglrfman sebagalmana dlmaksud daJam PasaJ 3 ayat (1)
PerJanJlan Inl

b. kerusakan terjadl karena sif.1l atau keadaan Kirtman yang dlkirim.
c.kerusakao / keteriambatan terJ3dllcarena kesalahan atau kelalalan PIHAKPERTAMA.
d. meleblhl batas waktu pengaJuan gantl rug! sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) Pasal lnl,

(4) GanCirug! terhadap PIHAKPERTAMAapablla terjadl kehllangan. kerusakan dan keterlambatan
kmman adalah membayar ganti rug! sesual dengan keteotuan yang berlaku dl PlHAKKEDUA

(5) Pembayaran gantl rug! Kinman dari PIHAKKEDUAkepada PIHAKPERTAMAdiJakukan dengan
cara pemindahbukuan (transfer) ke rekenlng Bank PlHAKPERTAMA
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(1) Informasl yang dlrahasiakan adalah setlap dan seluruh Informasl dan data plhak berperkara yang
telah dlterima atau diperoleh secara langsung dar! masingmasing PIHAKdalam kaltannya dengan
pelaksanaan Perjanjian tm.

(2) Ma.slng-masing PI~IAKsepakat unruk menylmpan dan ddak mengungkapkan kepada pihak keuga
atau untuk memanfaatkan atau menggunakan balk seluruh atau sebagian darl informasi
dlmaksud pada ayat (1) Pasallnl selaln untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian InL

(3) Persyaratan kerahasiaan yang dlnyatakan dl atas tidak berlaku terhadap:
a . Informasl yang menladt baglan darl pengetahuan umum bukan karena kesaJahan pnlAK

KEDUA;
b_ Informasl diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajlb

dllakukan.

PASAL13
KERAHASIAAN

Email: 981482880\.poslndonfs.l.co.!d
(2) Setiap pemberitahuan dan korespondensl ke alamat tersebut dl atas, dlanggap teJah dlterlma

atau dlsampalkan:
a. pada barl yang sarna apablJa diserahkan langsung dan dibuktlkan dengan tanda tangan

penerlmaan pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh
pengirlm;

b. pada hart dan tanggal yang tercantum pada Buktl Terlma. apabila dildrtm melalul [asa
pengirlman dokwnen mlllk PlHAKPERTAMA.

(3) Pembatalan/perubahan alarnat korespondensl berlaku efektifjlka pernbatalanj'perubaban secara
tertulls telah dltertma oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tuJuh) harl kerja sejak terladlnya
pembatalan/perubaban tersebut, Segala konsekuensl yang tlmbuJ aldbat keterlambatan
pemberitahuan menjadl tanggung jawab PIHAK yang melakukan pembatalan/perubahan
tersebut.

:Gallh Bayu Satrlya
: Kantor Cabang NganJuk

: 081515826712Telp
Fax
Contact Person
SI.P

b. PLHAKKEDUA
PT POSINDONESIA(PERSERO)
ACCOUNTEXECUTIVE

: Dian Purnanlngrum,S.H.•M.H.
: panganjuk@gmalLcom

:.
:085735647723Telp

Fax
Contact Person
Email

(1) Untuk setiap korespondensi dan pernbentahuan yang menyangkut Perjanjlan. PARA PIHAJ(
sepakat untuk melakukannya secara tertuhs yang dialamatkan kepada:

a. PIHAKPERTAMA
PENGADILANAGAMANGANJUK

PASAL12
PEMBERITAHUAN
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PIHAKPERTAM_A__ ..:.P.:.,IHAKKEDUA

(I) PARAPIHAKsepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjlan Inl tunduk dan berdasarkan
hukum Republlk Indonesia.

(2) Apabila terjadl persellslhan yang tlmbul dalam pelaksanaan PerjanJlan Inl. PARAPIHAKsepakat
untuk menyelesalkan secara musyawarah untuk mufakat;

(3) ApabUa penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (2) PasaJ Inl ndak tercapal. maka PARA
PIHAKsepakat untuk menyelesaikannya melalui medlasl, dengan PARAPIHAKmaslng-maslng
menunJuk seorang wakilnya dan mediator yang dlsetujul oleh PARAPIHAK.

(4) ApabiJa penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (3) Pasal Inl tldak Lercapal. maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melaJul saluran hukum, dengan memllih tempat
kedudukan (domisili) hukum di Kepanlleraan Pengadilan Negerl Jakarta Pusat.

PASALlS
PENYEl.ESAJAN PERSEUSIHAN

a. masing-maslng PIHAJ<berwenang mernbuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian inl
dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Inl, serta telah melaksanakan semua tlndakan
dan persyaratan yang dlsyaratkan unruk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan
PerjanJian Ini dan dokwnen lain sehubungan dengan Perjanjian mi.

b. PerjanJtan Inl dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Inl adalah sah. berlaku dan
menglkat sah dan menlmbulkan kewaJlban hukum terhadap PARAPHIAK.sesuat dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum dJ dalamnya.

c. setiap izln. pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan. penyerahan. keabsahan. pemberlakuan Perjanjlan ini atau
pelaksanaannya oleh PARAP£HAKatas kewaJlbannya menurut Perjanjlan Inl telah dlperoleh atau
dlbuat dan berlaku penuh,

d. rnasing-mastng PIHAK akan melaksanakan bak dan kewajibannya dalam Perjanjlan ini dan
membebaskan PIHAK yang lain dar! gantl rug! yang mungkin tlmbul akibat dari kelaJaian
pelaksanaan kewafiban tersebut

PARAPIHAKdengan ini menyatakan dan menJamln PlHAKlalnnya dalam Perjanjian Inl sebagai bertkut,

PASAL14
PERNYATAANDAN )AMINAN

(4) PARAPIHAKsetuju untuk menjaga kerahaslaan dan tidak memberitahukan mengenai lsi dan
ketentuan dan PerjanJlan lm dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak lain
yang bukan merupakan PARAPIHAKdalam Perjanjlan inL

(5) Dalarn hal PerJanjian Inl berakhir karena sebab apapun PARAPIHAKakan mengembalikan dan/
atau menghapus seluruh data dan lnformasl mllIk PIHAK lainnya yang ada di bawah
penguasaannya.
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PIHAK KEDUA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG NGANJUK

PJHAK PERTAMA
liLA" AGAMA NG.ANJUK

Oemiklan PERJANJIANdltandatanganl pada hart dan tanggal sebegalmana tersebut pada bagtan awal
PERJANJIAN.dibull rangkap 2 (dua) ash serta mengikat PARAPIIIAK..diberikan kepada dan telah
dltertma oleh PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEOUApada saar PERJANJIANdltandatanganl.

(I) Apablla dlkemudlan hari terdapat keientuan perundang-undangan dan atau kebljakan
Pemerlntah yang mengaklbatk.1n saru atau leblh Pasal dalam PerjanJlan Inl tldak dapat
dilaksanak.1n. maka PARAPIHAK sepakat bahwa Pasal-pasal yang lalnnya tetap berlaku.

(2) Selama dalam Jangka waktu Perjanjlan Inl berlangsung segala perubahan dan halhal yang belum
ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Inl. akan diatur PARA PIHAK dalam suatu
perlanJlnn perubahan (Amandemen) atau tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan
dan bagtan yang tidak terplsahkan darl Perjanjian mi.

(3) PARA PIHAK akan menglnstrukslkan saiuan kerja atau unit pelaksana teknis dl buwahnya untuk
melaksannkan lsi Perjanjian Inl dengan sebaik-balknya

PASAL17
LAIN-LAIN

(I) Keadaan memaksa (force majeure) adalah perlstiwa-perlstJwa yang terjadl dlluar kemampuan
PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dlpenuhinya hak dan kcwaJlban PARA PIIIAK. Adapun
perisowa yang dlmaksud antara lain: gempa buml besar, angln taufan, banjlr besar. kebakaran
besar, tanah longsor. wabab penyaklt. pemogokan umum. huru ham. sabotase, perang
pemberontakan. ataupun kebiJakan pemerlntah yang secara langsung mempengaruhl PerjanJlan
lnl,

(2) Apablla terJadl keadaan memaksa ((orce majeure) sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) Pasallnl.
maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa (force majeure) waJlb memberltahukan kepada
PIHAK lalnnya dalam waktu paling lambal 14 (ernpat bel as) hart kalender terhitung selak
berakhlmya/dlketahulnya kejadlan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal Info dengan
melamplrkan sural darllnstltusl Pemerlntah yang berwenang atau buktl-buktllalnnya mengenal
keadaan memaksa (force majeure) yang dlalamlnya.

(3) Ke1alaian atau keterlambatan dalam memenuhl kewaJlban untuk memberltahukan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) Pasallnl mengaklbatkan udak dlakulnya perfstiwa tersebut pada ayat (1)
Pasallnl sebagal keadaan memaksa (force majeure].

(4) PIIIAK yang terkena keadaan memaksa (force majeure) dlbebaskan untuk sementara darl
melaksanakan kewajiban-kewaJlban yang diatur dalam PerjanJlan Inl. Penyelesalan permasalahan
yang tlmbul aklbal kondlsl keadaan memaksa (force majeure) Inl akan dllaksanakan berdasarkan
kesepakatan PARAPIHAK.

PASAL16
KEADAAN MEMAKSA (FORCEMAJEUR£)
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